BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan model hubungan negara dan aktor
transnasional oleh Hill, hubungan Indonesia dan PTFI berangkat dari hubungan
tawar-menawar normal menjadi hubungan kekuatan kompetitif. Sifat interaksi dari
hubungan tawar menawar normal adalah kompromi kemudian menciptakan
kesepakatan dan usaha kooperatif antar pihak. PTFI bersedia untuk melakukan FDI
miliaran dolar di Indonesia dan pemerintah Indonesia menerbitkan UU Nomor 1
Tahun 1967 dan UU Nomor 11 Tahun 1967 yang sejalan dengan keinginan PTFI
dalam mana berbagai keringanan — seperti keringanan pajak — diberikan. KK | yang
ditandatangani oleh kedua pihak juga menjadi kontrak yang sangat menguntungkan
bagi PTFI. Kekhawatiran PTFI akan penyitaan atau nasionalisasi aset oleh negara
tempat perusahaan menanamkan modal juga didengarkan oleh Indonesia yang
kemudian mencantumkan ketentuan perihal nasionalisasi yang baru bisa dilakukan
ketika ada kepentingan nasional yang mendesak, dan sekalipun langkah tersebut pada
akhirnya harus diambil, Indonesia bersedia memberikan kompensasi yang sesuai

kepada PTFI.

Dalam perjalanannya, tidak hanya PTFI yang meminta dari Indonesia namun

juga sebaliknya. Oleh karena munculnya tuntutan dari lingkungan domestik,
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Indonesia sempat meminta PTFI untuk mulai membayar pajak meskipun saat itu
masih ada 18 bulan jangka waktu bebas pajak yang tersisa. Indonesia juga meminta
sebagian saham PTFI yang kemudian dituruti oleh perusahaan tambang tersebut.
PTFI juga mengangkat Ali Budiardjo, seorang warga negara dan tokoh penting
Indonesia, sebagai Direktur Utama PTFI. Mendekati tahun 1991, Indonesia
memberikan berbagai persyaratan kepada PTFI untuk perpanjangan kontraknya. KK
Il menambahkan ketentuan divestasi saham, peraturan operasi produksi yang semakin
ketat, pembangunan smelter, dan peningkatan keterlibatan dan ekuitas Indonesia di
PTFI. Setelah melalui berbagai pertimbangan, PTFI akhirnya sepakat untuk meneken
KK 11. Berbagai kesepakatan dan usaha kooperatif antara Indonesia dan PTFI tercipta
dalam hubungan ini. Beberapa kesepakatan di antaranya adalah KK I dan Il, serta
pemberian sebagian saham PTFI kepada Indonesia. Di sisi yang sama, usaha

kooperatif antar pihak juga terjadi.

Dalam hubungan ini, Indonesia menerima legitimasi input dari PTFI dalam
mana Indonesia mau mendengarkan saran dan/atau keinginan PTFI tanpa
memperlakukannya sebagai pihak asing. Indonesia juga terlibat dalam dialog dengan
PTFI yang tujuan utamanya adalah untuk mengayomi perusahaan tersebut, seperti
yang terjadi dalam perundingan antara elit militer Indonesia dan Freeport pada tahun
1965 dan perundingan atas PP Nomor 45 Tahun 2003 terkait persentase royalti yang
dibayarkan oleh PTFI ke pemerintah Indonesia. Selain itu, Indonesia mengeksploitasi

PTFI untuk tujuan dan kepentingan Indonesia sendiri yang salah satun
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kesempatannya dapat diamati dalam Konferensi Investasi Indonesia di Jenewa.
Kedekatan PTFI dengan elit pemerintahan AS juga dimanfaatkan Indonesia untuk
membangun hubungan dekat dengan negara adikuasa tersebut. Hubungan yang
tercipta ini membawa berbagai keuntungan bagi Indonesia, misalnya Indonesia yang
mendapatkan berbagai bantuan dari organisasi internasional — IMF dan Bank Dunia —
untuk pembangunan nasional. Tindakan eksploitasi ini bahkan diakui oleh
Mohammad Sadli, penasehat ekonomi utama pada masa Orde Baru, yang sempat
menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan pemimpin Badan Koordinasi
Penanaman Modal Indonesia. Tidak hanya mengeksploitasi koneksi PTFI, Indonesia
juga mengeksploitasi kapasitas dan kapabilitas PTFI seperti dengan meningkatan
pajak dan royalti yang harus dibayarkan kepada Indonesia, semakin ketatnya aturan
bagi PTFI dalam beroperasi, membangun smelter, dan melibatkan Indonesia, baik
dengan cara memberikan sebagian saham perusahaan ataupun dengan memberikan

jabatan penting dalam PTFI kepada elit pemerintahan Indonesia.

Di sisi sebaliknya, PTFI mengajukan perubahan keputusan dan melobi untuk
mempengaruhi pemerintah Indonesia selayaknya yang terjadi saat PTFI keberatan
dengan ketentuan divestasi dalam KK Il sehingga pada akhirnya pemerintah
mengeluarkan PP Nomor 20 Tahun 1994. Permintaan PTFI untuk izin eksplorasi
Grasberg — yang sebelumnya diberikan kepada dua perusahaan asing lain — juga
dipenuhi. Pengangkatan elit politik Indonesia sebagai Direktur Utama PTFI dan lobi

finansial untuk perlindungan militer yang dilakukan juga merupakan cara PTFI untuk
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mempengaruhi pemerintah sehingga mendapatkan keuntungan yang diinginkan oleh

perusahaan.

Pemerintah Indonesia dan PTFI sama-sama diuntungkan dalam hubungan
tawar-menawar normal. Indonesia mendapatkan sumber pendapatan baru dan besar,
modal asing mengalir masuk ke dalam negeri, membangun koneksi dengan aktor-
aktor penting di dunia internasional, dan pembangunan di Papua. PTFI, di sisi
sebaliknya, berhasil menguasai satu lagi sumber mineral besar dunia yang
menjanjikan penghasilan triliunan dolar AS hingga puluhan tahun ke depan, dan
mendapatkan segala kemudahan dalam perizinan kegiatan operasi dan produksinya,

serta perlindungan dari pemerintah, baik secara politik, ekonomi, maupun militer.

Kemudian hubungan ini berubah menjadi hubungan kekuatan kompetitif
semenjak diterbitkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 atau UU Minerba, serta peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan UU tersebut, dalam mana PTFI selaku
pemegang KK diwajibkan untuk mengganti status perjanjiannya menjadi IlUPK dan
mengikuti segala ketentuan yang wajib dipatuhi oleh pemegang IUPK. Ketentuan-
ketentuan yang kurang disukai oleh PTFI adalah divestasi 51 persen saham
perusahaan, kewajiban pemurnian konsentrat dalam negeri yang mendorong
pembangunan smelter baru, peningkatan pendapatan negara yang berarti PTFI harus
bersedia membayar persentase pajak dan royalti yang lebih tinggi kepada pemerintah

Indonesia, dan perpanjangan izin yang hanya dapat dilakukan sebanyak dua kali
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sepuluh tahun kemudian setelah itu WIUPK harus dikembalikan ke pemerintah tanah

air.

Sifat interaksi dari hubungan kekuatan kompetitif adalah kedua pihak yang
saling bermusuhan dengan elemn zero-sum dalam mana keputusan akhir interaksi
akan menguntungkan/merugikan salah satu pihak saja. Sebagai contoh, ancaman
pengajuan kasus ke arbitrase internasional oleh PTFI. Dari kacamata PTFI, tidak
masalah kalah atau menang, langkah ini akan merugikan Indonesia. Sebaliknya,
Indonesia memberikan tawaran kepada PTFI yang bersifat ‘take it or leave it’. Selain
hal tersebut, interaksi kedua aktor juga bersifat tidak stabil, terutama ketika opini
publik atau anggota pemerintahan terbagi-bagi. Ketidakstabilan ini dapat terlihat dari
perbedaan pendapat yang dikemukakan secara terang-terangan oleh dua menteri
Indonesia terkait perpanjangan kontrak PTFI, dan langkah PTFI yang maju mundur

perihal kesepakatan dengan Indonesia.

Hubungan kekuatan kompetitif menyebabkan Indonesia mengambil beberapa
langkah beirkut. Pertama adalah mengabaikan dalam mana Indonesia tidak terlalu
peduli jika PTFI ingin mengikuti jejak Newmont dan BHP Billiton untuk hengkang
dari Indonesia. Pemerintah Indonesia siap untuk mengelola tambang Grasberg sendiri
dengan mengoptimalkan BUMN dan BUMS Indonesia. Kedua, Indonesia
menggunakan kekuasaannya atas peraturan perundang-undangan negara seperti yang
dapat diamati dalam penerbitan UU Minerba dan PP Nomor 23 Tahun 2010 beserta

revisi-revisinya. Ketiga, Indonesia mengatur perihal perpajakan dan perbatasan untuk
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melemahkan kekuatan PTFI, bahkan menolak akses PTFI untuk mengekspor
konsentrat. Kebijakan ini kemudian menyebabkan PTFI memangkas produksinya dan
pemecatan ribuan pekerja Indonesia di PTFI. Keempat, penekanan dilakukan
Indonesia yang jelas terlihat dari tindakan Indonesia menerbitkan peraturan
perundang-undangan untuk mencapai tujuannya agar PTFI bersedia merubah status
perjanjiannya ke IUPK, dan ketika Indonesia melakukan larangan ekspor konsentrat
yang memberikan PTFI tidak banyak pilihan dalam mana ketika produksi PTFI
menurun maka pendapatan perusahaan akan menurun yang akan berujung pada nilai
saham yang ikut menurun juga, sehingga solusi paling mudah dan cepat ialah
mengubah status perjanjiannya menjadi ITUPK agar mendapatkan keringanan dari

pemerintah Indonesia.

Di pihak yang berlawanan, PTFI bertindak langsung di lingkungan domestik
untuk membentuk opini publik. PTFI dikecam oleh masyarakat Indonesia atas
kebijakan pemecatan yang diambil. Menanggapi kecaman tersebut, PTFI
menempatkan posisinya sebagai korban dalam isu ini untuk menarik simpati dan
menyalahkan Indonesia atas kondisi perusahaan yang lesu dengan harapan ada pihak
yang bersimpati. Bagi PTFI, lebih baik lagi jika simpati ini kemudian berkembang
menjadi kelompok penekan baru yang melawan kebijakan pemerintah Indonesia.
Sayangnya, sentimen terhadap PTFI sangatlah besar di antara masyarakat Indonesia

sehingga cara ini tidak berhasil.
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Pada akhirnya, Indonesia menjadi pihak yang menang dalam hubungan
kekuatan kompetitif dengan PTFI ini dalam mana PTFI mengikuti syarat Indonesia
untuk mengganti status perjanjiannya dari KK ke IUPK dan mengikuti segala
ketentuan yang bersangkutan. PTFI juga telah menyiapkan dana untuk membangun
smelter baru untuk meningkatkan kapasitas pemurnian konsentrat tembaga dalam
negeri sehingga produk yang diekspor akan memiliki nilai tambah yang berarti
pendapatan Indonesia dari pajak dan royalti juga akan bertambah. Kemudian PTFI
siap menanamkan modal untuk ekspansi tambang bawah tanah Grasberg hingga masa
izin habis. Operasi PTFI yang dijalankan pun akan memperhatikan lingkungan di
tanah Papua, serta lingkungan ekonomi sosialnya sesuai dengan yang telah
disepakati. Dengan demikian, pada saat jangka waktu IUPK Operasi Produksi PTFI
habis di tahun 2041 kelak, Indonesia siap untuk mengelola tambang Grasberg dan
untuk sementara waktu hingga tahun 2041, Indonesia tinggal menikmati pendapatan

negara yang terus meningkat.
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